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PENDAHULUAN

A. Ulasan Makna Sistem Di Dalam Sistem Hukum Jaminan
Nasin

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang
berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling
berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a
whole).! Sistem juga dikenal dalam istilah bahasa Inggris yaitu
system. Dalam Kamus Collins Concise pengertian sistem
dinyatakan dengan system is a group of combination of interrelated,
interdependent, or interacting elements forming a collective entity,”
yang dalam pengertian bebasnya adalah sistem itu terdiri dari
suatu kelompok yang merupakan kombinasi dari elemen-
elemen yang terhubung satu dengan yang lain yang jadi satu
kesatuan yang utuh.

Pengertian systema Yunani dan system Collins Concise
sejalan dengan pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa
cmesia yang memberikan pengertian sistem sebagai
perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas.?

1 Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 1.

2 Collins Concise Dictionary 21%* Century Edition, An Imprint of
Harper Collins Publisher, 2001, hal. 1531.

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen
Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 1076. Di dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sistem tidak hanya
seperti yang telah disebutkan diatas akan tetapi terdapat 2 (dua)
pengertian lainnya, yaitu sistem adalah: 1. Susunan yang teratur
dari pandangan teori, asas, dsb, dan 2. Metode.
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PENTINGNYA KEPASTIAN
TENTANG OBYEK JAMINAN DAN
LEMBAGA JAMINAN DI DALAM
SISTEM HUKUM JAMINAN
NASIONAL

A. Mengungkapkan Makna Obyek Jaminan Dan Lembaga
Jaminan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan
pengertian dari obyek adalah benda, hal, dan sebagainya yang
dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya.*!
Menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s, menyatakan
bahwa object is a solid thing that can be seen and touched,” dengan
pengertian bebasnya adalah bahwa yang dimaksud dengan
obyek adalah suatu benda yang padat yang dapat dilihat dan
disentuh (dipegang).

Berdasarkan  pengertian  tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa yang dikatakan obyek adalah benda yang
padat, yang dapat disentuh yang dijadikan sasaran penelitian.
Dikaitkan dengan pemaparan dalam bab ini maka obyek disini
didefinisikan sebagai suatu hal berupa benda yang menjadi

21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 793.

2 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current
English, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 796.
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KEUTAMAAN BENDA DI
DALAM SISTEM HUKUM
JAMINAN NASIONAL

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
1. Mengungkapkan Makna Benda /Kebendaan, Hak Kebendaan
Dan Hak Jaminan Kebendaan
Apabila dipahami sebagai benda yang merupakan
bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem
kehidupan manusia, maka benda merupakan salah satu hal
yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia
tersebut. Dengan adanya benda maka akan memudahkan
manusia untuk beraktivitas. Contohnya kederaan bermotor
adalah benda bergerak, dengan adanya benda ini maka
aktivitas manusia lebih mudah untuk dikerjakan, dan dengan
pengertian yang lebih mendalam maka kederaan bermotor
tersebut dapat jadikan obyek jaminan. Oleh karenanya benda
memiliki daya tarik tersendiri untuk dipahami dan dianalisis.
Pemahaman dan analisis yang dimaksudkan salah satunya
adalah dari sudut pengertiannya ataupun makna dari benda
tersebut. Hal ini dikarenakan dengan mengerti atau paham
maksud dari benda tersebut maka mengerti atau paham juga
fungsi dan tujuannya, sehingga akan dapat dipahami
pengertian benda/kebendaan, hak kebendaan dan hak
jaminan kebendaan.
Pemaknaan pertama dipahami berdasarkan dari
gertian benda dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu
segala yang ada di alam yang berwujud atau berjasad (bukan
roh); dapat berupa zat (misal air, minyak); barang yang
berharga (sebagai kekayaan); harta; atau disebut juga dengan

43
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HAL-HAL PENTING YANG
BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN
KREDIT BANK

A. Menilik Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia Dan Jenis-
Jenis Perjanjian Menurut Undang-Undang Kontrak Malaysia
Sebagai Suatu Perbandingan.

Kata menilik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat
dilihat dalam kata dasar tilik, yang salah satu pengertiannya
disebutkan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh.!*> Oleh
karena itu pemaparan yang akan diungkapkan dalam sub
bahasan di bawah ini adalah untuk melihat dengan sungguh-
sungguh tentang jenis-jenis perjanjian yang ada pada 2 (dua)
negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Pemaparan akan diuraikan
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu; a). Jenis-jenis perjanjian menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Indonesia, dan b). Jenis-jenis perjanjlan menurut Undang-
Undang Kontrak Malaysia.

Tujuan membahas jenis-jenis perjanjian yang di atur
dalam undang-undang masing-masing negara tersebut adalah
sebagai bahan perbandingan yang akhirnya untuk mendapatkan
pengetahuan tentang pengaturan dar kedua negara tersebut
apakah mempunyai persamaan dan perbedaan yang mendasar.
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

(KUH Perdata) Indonesia
Menurut Ahmadi Miru di dalam bukunya menyatakan

135 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), hal. 1191.
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Meskipun dalam  teori perjanjian bahwa
pembayaran seluruh utang kepada salah seorang kreditur
menyebabkan bebasnya debitur terhadap pembayaran
kepada kreditur lainnya, akan tetapi dalam hal salah
seorang kreditur membebaskan utang debitur tersebut
tidak berarti bahwa debitur bebas juga dari kreditur
lainn

Di samping kontrak tanggung menanggung dapat
terjadi jika banyak kreditur berhadapan dengan seorang
debitur, juga kontrak tanggung menanggung ini dapat
terjadi jika seorang kreditur berhadapan dengan beberapa
orang debitur. Hal ini berarti bahwa jika salah seorang
debitur telah melunasi seluruh utang tersebut, debitur
lainnya sudah bebas.

Perikatan tanggung menanggung tidak harus selalu
sama jenis perikatan di antara pihak debitur karena dapat
terjadi bahwa debitur pertama terikat perikatan murni,
debitur kedua terikat perikatan bersyarat sedangkan yang
lainnya perikatan dengan ketetapan waktu.

Kreditur berhak untuk menagih piutang kepada
salah seorang debitur, dan debitur yang ditagih ini tidak
boleh meminta agar utang tersebut dipecah. Namun
demikian, penagihan kepada salah seorang debitur tidak
menutup haknya untuk menagih debitur lainnya.

Dalam hal utang tanggung menanggung, jika terjadi
kesalahan dari salah seorang atau beberapa debitur, atau
setelah dinyatakan lalai menyebabkan musnahnya barang
yang harus diserahkan kepada kreditur tidak
membebaskan debitur lainnya, kecuali hanya dibebaskan
dalam hal pembayaran ganti kerugian sedangkan ganti
kerugian dapat dituntut dari debitur yang melakukan
kesalahan atau kelalaian.

Apabila dalam utang tanggung menanggung ini
salah seorang debitur dituntut bunga, tuntutan bunga
tersebut berlaku juga terhadap debitur lainnya.

113
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PENUTUP

3

Setelah membaca buku ini, kita tahu bahwa !mmmkan
obyek jaminan jaminan dan lembaga jaminan di dalam peraturan
perundang-undangan adalah sangat penting dikarenakan dengan
adanya penentuan dan pengetahuan tentang obyek jaminan dan
lembaga jaminan ini akan memberikan kejelasan, kepastian dan
dapat dijadikan landasan hukum bagi pengguna peraturan ini.
Seperti dalam pengertian obyek hukum yang menyatakan segala
sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi
pokok bagi lalu lintas atau hubungan hukum. Kata subyek hukum
dalam hal ini terkait dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban
dari subyek hukum yang akan dilindungi dengan adanya
hubungan hukum yang dilakukannya.

Demikian juga bahwa diketahui di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengenal berbagai macam #nda yaitu
berupa barang-barang yang berwujud (limchamelijk) dan barang-
barang yang tak berwujud (onlichamelijk), barang-barang yang
bergerak dan barang-barang yang tak bergerak, barang-barang
yang dapat dipakai habis (vebruikbaar) dan barang-barang yang tak
dapat dipakai habis (onverbruikbaar), barang-barang yang sudah ada
(tegenwoordigezaken) dan barang-barang yang masih akan ada
(toekomstigezaken), barang-barang yang dalam perdagangan (zaken
in de handel) dan barang-barang yang di luar perdagangan (zaken
buiten de handel), barang-barang yang dapat dibagi dan barang-
barang yang tak dapat dibagi, sehingga memberikan keyakinan
bahwa menentukan jenis obyek jaminan adalah sangat penting,.

Hal yang sama juga pentingnya dalam menentukan lembaga
jaminan. Dengan menentukan lembaga jaminan maka akan
diketahui lembaga jaminan mana yang akan digunakan nantinya.
Oleh karenanya menentukan lembaga jaminan akan memberikan
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